Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19

Pasal 20
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cukup jelas
i ilitas Balai
ibusi pemanfaatan FE!‘SI- i
e!t_ri‘ngkup?’emerintah Provinsi Sulawesi

i ‘enis fasilitas yang diberikan
isesuaikan dengan jenis 1ast _
gg;lggg;a;éidlsPelatihan pada UPTD Lingkup Pemerintah

Provinsi Sulawesi Tenggara.

Struktur besarnya T
Pelatihan pada UPTD

cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas
cukup jelas

cukup jelas

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Menimbang

NOMOR: 3 TAHUN 2007
TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA

PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

: a. bahwa agar kegiatan pembangunan daerah berjalan

efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan
perencanaan pembangunan daerah yang disusun
secara sistimatis, terarah, terpadu dan menyeluruh
dan tanggap terhadap perubahan:;

. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 27

ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang  Sistem  Perencanaan Pembangunan
Nasional, maka penyusunan dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan
Kerja ‘Perangkat Daerah (Renja-SKPD), maka perlu
disusun Peraturan Daerah Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Daerah:

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk

71



Mengingat
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2. Undang-Undang Nom

. Undang-Undang

-2-

Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Daerah.

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat | Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat
| Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Sulawesi Utara-
Tengah dan Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan-
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2687);

or 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32  Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan . Daerah menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4548);

5.

10.

11

Undang-Undang Nomor 33

: Tahun 2004 tentan

i:;lg:)iﬁ?aghan K%uangﬁn Antara Pemerintah Pusat dag
tahan aerah (Lembaran Negara R '

II\Tdonesm Tahgn 2004 Nomor 126, Tambaglhan Leniggfgr}:

egara Republik Indonesia Nomor 4438);

_FF:;aturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25
L un 2000 tgntgng Kewenangan Pemerintah dan
Nemermtah Proym3| sebagai Daerah Otonom (Lembaran
T:%irah RepLII_bllk Indonesia Tahun 2000 Nomor 54

ahan embaran N ' ia
a8 egara Republik Indonesia

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39

Tahun 2001 tentan
g Penyelenggaraan Dekonsentrasi
t(SLzem‘trJ:rrw?S I;Iegarf Republik Indonesia Tahun 2001 Nor:’?c?;
] ahan '
T embaran Negara Republik Indonesia

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, tentang

Rencana Kerja Pemerintah (L

. embaran Negara R i

Lr;ndonesra Tah_un 2004 Nomor 74, Tambar?an Ler?wgg'ggg
egara Republik Indonesia Nomor 4405);

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang

Penyusunan Rencana Kerj
ja dan Anggaran Kementeri
?aer?jrrjag_;g;baﬁa (Lembaran Negara Republik lndor?égg
. , Nomor 75, Tambahan L
Republik Indonesia Nomor 4406); PRESIRE HESHm

?err}aturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58
( La utr; 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
14%m ta;rarl; I\’l1egar'a.|. Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

, tambahan Lemba i i
kBl ran Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Re [ i
publik Indonesia Nomor 3
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
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Menetapkan :
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12.
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Rencana Pembangunan (Lembaran Negara
Zz‘gsgﬁ‘;atigonesia Tahun 2006 l\_iomor 96, S'Egn.'nbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
emerintah Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan I;enie;\ii
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Y egaran
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lem
Negara Republik Indonesia Nomor 4664).

Peraturan P

Dengan Persetujuan Bersama

AERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT D
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTAN
PENYUSUNAN RENCANA
DAERAH

G TATA CARA
PEMBANGUNAN

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah  Provinsi

Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara,

encanaan Pembangunan Daerah yang
disebut  Bappeda adalah. Badan
bangunan Daerah Provinsi Sulawesli

4. Badan Per
selanjutnya
Perencanaan Pem
Tenggara,

-5.

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara;

6. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang
dilaksanakan oleh semua komponen daerah dalam
rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan
Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja
Perangkat Daerah;

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
yangselanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen
perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun;

8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun;

9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah,
yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD, adalah
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun;

10. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat
RKP merupakan dokumen perencanaan Nasional untuk
periode 1 (satu) tahun ;

11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun;

12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang
selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar
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pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan
daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah maupun Rencana Pembangunan Tahunan

Daerah,;

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka
Panjang Daerah  yang selanjutnya disingkat
Musrenbang Jangka Panjang Daerah adalah forum
antar pelaku dalam rangka menyusun RPJPD;

14. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka
Menengah Daerah yang selanjutnya  disingkat
Musrenbang Jangka Menengah Daerah adalah forum
antar pelaku dalam rangka menyusun RPJMD;

15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan
Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang
Tahunan Daerah adalah forum antar pelaku dalam
rangka menyusun RKPD;

16. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja
Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD),
adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;

17. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah, selanjutnya disingkat RKA-SKPD, adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi
program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja
Perangkat Daerah dan rencana strategis Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun
anggaran, serta anggaran Yyang diperlukan untuk
melaksanakannya;

18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan,

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Misi adalah rumusan umum i
_ mengenai upaya-upa
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkanpviii' P

Strategi adalah lan isi
adz gkah-langkah berisikan pro -
program indikatif untuk mewujudkan visi dan rr?irsigram

Kebijakan adalah arah/tindaka ; .
i n yang diambil
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujian- il oleh

E%ngsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di
idang tgrtgentu yang dilaksanakan dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan nasional,

Ptrogram_adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau |t?l’.‘1lh kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi
pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta
ngperi!eth alokasi anggaran, atau kegiatan

arakat yang dikoordinasi i i
b e inasikan oleh instansi

Kegiatan adalah bagian dari r

gllaksanakan oleh satu atau iebih Sn(i)tgrl?eTja ;Zgg
tKPkD sebagai bagian dari pencapaian sasaran
erukur pada suatu program dan terdiri dari
sel_<umpulan tindakan pengerahan sumberdaya
baik yang berupa personal (sumberdaya manusiay)

b?rang mocjal tgrma§uk peralatan dan teknologi, dana
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua’ jenis
sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk

menghasilkan  keluaran
s (output) dalam bentuk

Forum SKPD Provinsi adalah wadah bersama antar
pelaku  pembangunan tingkat Provinsi untuk
menentukan prioritas kegiatan pembangunan hasil
Musrenbang Kabupaten/Kota dengan SKPD Provinsi
atau gabungan SKPD Provinsi; "
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26.

27

28.

29,

30.

31.

32.

33.

78
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Rencana Strategis Daerah yang selanjutnya disingkat

Renstrada adalah Rencana Strategis Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara Tahun 2003-2007;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah,

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS merupakan program
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai
acuan dalam penyusunan RKA-SKP;

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan
manajemen yangd dimaksudkan untuk menjamin agar
suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai
dengan rencana yang ditetapkan;

Pemantauan adalah kegiatan mengamati
perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan,
mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan
yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil
tindakan sedini mungkin;

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan

realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil
(outcome) terhadap rencana dan standar;

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program
yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan
penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas
yang terukur;

34. zjesji?lt;ita:?e;%e:é([))la Keuangan Daerah yang selanjutnya" |
adalah kepala satuan

pengelola

Eeuargan daerah yang selanjutnya disebut dgngan

epala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan APBD dan berti :
umum daerabh; indak sebagai bendahara

35. Tim Anggaran Pemerintah Daerah j
disingkat TAPD adalah tim yang Z?br;gntii,agjeﬁn;i
keputusa_\n Kepala Daerah dan dipimpin ogleh
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan
serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalar;w
;an_gka _penyusunan APBD yang anggotanya terdiri
ari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat
lainnya sesuai dengan kebutuhan. i

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) gsr:r;]t;?]ng:rr::;\ip%agra{h iisslenggarakan berdasarkan demokrasi
: -prinsip kebersamaan, keseimbangan, k llar
kesinambungan, berwawasan lingkungan dan kemasr}ldirlian zzillgaanr;

menjaga keseimbanga i
Nasional: gan kemajuan serta persatuan dan kesatuan

(2) Perencanaan pem
pembangunan daerah disusun i
secara mati
terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap peruti:-liit:n' s

(3) Tata cara penyusunan R
‘ - PJPD, RPJMD, Renstra-SKPD
Renja-SKPD disusun berdasarkan asas kepastian huku'mRtiaF:t?t;

penyelenggaraan pemerintahan, kepenti
proporsionalitas dan akuntabilite;s; PRIBAIGAI K, (eteroaleiar,

(4) Tata cara pen
; yusunan RPJPD, R
Renja-SKPD bertujuan untuk : PIMD, Renstra-3KPD, RRRD,

a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan di daerah:
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b. Menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan
sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi
Pemerintah Daerah maupun antara Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota,

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;

Mengoptimalkan peran serta masyarakat; dan

e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien,
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

o

BAB IlI
RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
' Pasal 3

(1) Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan
perencanaan semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua
bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Daerah;

(2) Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas perencanaan
pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah Provinsi, instansi vertikal yang ada di daerah dan
perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota sesuali dengan kewenangannya,

(3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) menghasilkan :

a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan
c. Rencana pembangunan tahunan.

* BAB IV
TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 4

Tahapan perencanaan pembangunan daerah meliputi :
a. Penyusunan rencana;
b. Penetapan rencana;
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ol Pengenc_ialian pelaksanaan rencana; dan
d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

BAB V
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian Pertama
Umum

Pasal 5

RPJPD memuat visi, misi
/ . si, dan arah
mengacu pada RPJP Nasional. pembangunan daerah yang

Pasal 6

Penyusgnan RPJPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; .
b. Musyawarah perencanaan pembangunan: dan ’

c. Penyusunan rancangan akhir rencana perlnbangunan

' Bagian Kedua
Penyiapan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 7

(1) Kepala Bappeda menyi
yiapkan rancangan RPJPD;
(2) Rancangan RPJPD sebagai : '
' gaimana dimaksud pada ayat jadi
bahan utama bagi Musrenbang Jangka PanjarF:g Dae?'(:h i meghd

Pelaksanaan Musrgzg?: i j
g Jangka Panjang Daerah
Pasal 8
(1) gz;;?;i ;Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang
(2) ;ﬂeuns;':lgazggra‘]angka Pa.njang Daerah diikuti oleh unsur-unsur
okl pemerintahan dengan mengikutsertakan
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(4)

(1)
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Musrenbang Jangka Panjang Daerah diselenggarakan dalam

rangka Penyusunan RPJPD;
Musrenbang Jangka Panjang Daerah dilaksanakan paling lambat 1
(satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJP yang sedang

berjalan.

Pasal 9

Tata cara pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah

dilakukan melalui dua tahapan yaitu :

a. Persiapan;

b. Pelaksanaan.

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas,

meliputi kegiatan :

a. Penetapan Tim Penyelenggara Musrenbang;

b. Penyiapan panduan pelaksanaan musrenbang yang memuat
waktu pelaksanaan, mekanisme dan susunan acara,

c. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat
penyelenggaraan musrenbang;

d. Membuka pendaftaran dan/atau mengundang calon peserta
musrenbang,

e. Menyiapkan peralatan dan bahan/materi musrenbang.

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas,

meliputi kegiatan :

a. Pemaparan rancangan dokumen perencanaan pembangunan
daerah;

b. Pembahasan muatan rancangan dokumen perencanaa:
pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada butir a,
sesuai dengan tingkatannya,

c. Merumuskan kesepakatan hasil pembahasan,.sebagaimana
dimaksud pada butir b dan dituangkan kedalam Berita Acara

Pelaksanaan Musrenbang.
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Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 10

:\(Aipafa Bappeda menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan hasil
srenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada

Pasal 8

ayat (3).

Bagian Kelima
Penetapan RPJPD

Pasal 11

RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Pertama
Umum
Pasal 12

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala

Daerah yang penyusunannya berpedoman

memperhatikan RPJM Nasional, mer?'\uat arah l?:;:;ka!\qnpdzgangz:
daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan
program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan'Kerja
Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan
rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan yang bersifat indikatif; ' °

Renstra-SKPD n"_lemuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan
program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengar;

tugas dan fungsi Satuan Kerja Peran
gkat Daerah serta ber
kepada RPJMD dan bersifat indikatif. PEdbmAn
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Pasal 13

Peﬁyusunan RPJMD dilakukan melalui urutan kegiatan :

a. Penyiapan rancangan awal rencana pembangunan;

b. Penyiapan rancangan rencana kerja;
c. Musyawarah perencanaan pembangunan, dan
d. Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Bagian Kedua
Penyiapan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 14
rancangan awal RPJMD sebagai

m Kepala Daerah ke dalam strateyi
ritas daerah dan

Kepala Bappeda menyiapkan
penjabaran dari visi, misi, dan progra
pembangunan daerah, kebijakan umum, program prio
arah kebijakan keuangan daerah.

Pasal 15
a Perangkat Daerah menyiapkan rancangan
dengan tugas pokok dan fungsinya dengan

(1) Pimpinan Satuan Kerj
| RPJMD sebagaimana dimaksud

Renstra-SKPD sesuai
berpedoman pada rancangan awa
pada Pasal 14;

(2) Kepala Bappeda menyusun
menggunakan rancangan Renstr
pada ayat (1) dan berpedoman pada RPJPD;

PJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi

bagi Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

rancangan RPJMD dengan
a-SKPD sebagaimana dimaksud

(3) Rancangan R
bahan utama

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Musrenbang Jangka Menengah Daerah
Pasal 16

(1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka

Menengah Daerah;

(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

-15-

Mu C
pens;;';?‘z';gr:angkaer:‘]/l:r_?engah Daerah diikuti oleh unsur-unsur
masyarakat pemerintahan dengan mengikutsertakan

Musrenbang Jangka Me .
rangka menyusun RF’JMD?engah Daerah diselenggarakan dalam

Musrenbang Jangka Men
engah Daerah dil i
2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dif:-.mltiil.(samakan paiing lambet

Pasal 17

Tata cara Pelaksanaan M
; usrenba
dilakukan melalui dua tahapan yaitu r:ag Jangka Menengah Daerah

a. persiapan;
b. pelaksanaan.

Tahapan persiapan sebagai ;
meliputi kegiatan - gaimana dimaksud pada ayat (1) diatas,

z. Ezge_tapan Tim Penyelenggara Musrenbang;
. ylapan panduan pelaksanaan musr :
enban

. \I\Aéaktu pelaksanaan, mekanisme dan susunan ac?ar;?ng memudt
- Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda 'dan t
g l;\jlenyilenggaraan musrenbang; ’ empat
. Membuka pendaftaran '

Slironban dan/atau mengundang calon peserta
e. Menyiapkan peralatan dan bahan/materi musrenbang

Tahapan pelaksanaan sebagai .
meliputi kegiatan - agaimana dimaksud pada ayat (1) diatas,

a. Pemaparan rancangan .
fous g dokum_en perencanaan pembangunan
b.
ssgtt:::asan muatan rancangan dokumen perencanaan
angunan Fiaerah sebagaimana dimaksud pada buti
sesuai dengan tingkatannya; e
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pembahasan sebagaimana

c. Merumuskan kesepakatan hasil
kan kedalam Berita Acara

dimaksud pada butir b dan dituang
Pelaksanaan Musrenbang.

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 18

(1) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJ
hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah
dimaksud pada Pasal 16 ayat (3);

(2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat
akhir Renstra-SKPD setelah disesua

MD berdasarkan
sebagaimana

Daerah menyusun rancangan
ikan dengan RPJMD.

Bagian Kelima
Penetapan RPJMD

Pasal 19
(1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 3 (tiga)
bulan setelah Gubernur dilantik;
(2) Renstra-SKPD yang mengacu RPJ
pada ayat (1), ditetapkan dengan Peratura
Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setela

ditetapkan.

MD sebagaimana dimaksud
n Pimpinan Satuan Kerja
h RPJMD

BAB Vi
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertama
Umum

Pasal 20 ,
an dari RPJMD dan mengacu pada
kerangka ekonomi daerah, prioritas
kerja dan pendanaannya, baik yang

(1) RKPD merupakan penjabar
RKP, memuat rancangan
pembangunan daerah, rencana
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di |
r;?&(ssg?;n d:?ngsung oleh pemerintah, pemerintah daerah
. Renja-SKPng' empuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
il IS‘I(JSLln dengan berpedoman kepada Renstra SKPb
e %er:b epada RKI_-“’, memuat kebijakan, program dan
e B Daz;\g#n;g, baik yang _dilaksanakan langsung oleh
partisipas: masyarmkat upun yang ditempuh dengan mendorong

Pasal 21
Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan :

s. Eenyusunan rancangan awal RKPD;
. Forum SKPD dan atau forum : -

‘ gabungan SKPD;
c. Musrenbag tingkat provinsi: ° i
d. Penyusunan rancangan akhir RKPD.

. Bagian Kedua
Penyiapan Rancangan Awal RKPD

Pasal 22

Kepala Bappeda menyi
) ; yiapkan rancangan awal RKPD i
penjabaran dari RPJMD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 :fabta(%?l

Pasal 23

(1 g:g;p{i)naslgsusa?tgan Ketrja Perangkat Daerah menyiapkan Renja

engan tugas pokok dan fungsinya d )

kepada rancangan awal RKPD Jungsifiya aengan mengac

i sebagaimana dimaksud
20 ayat (1) dan ber aksud pada Pasal
. pedoman . .

(2) ilma'fs“d pada Pasal 12 ayat (2;)"%Ia Renstra-SKPD sebagaimana
epala Bappeda mengkoordinasikan

dengan menggunak e penyusunan rancangan RKPD

o ayat 4 g9 an Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada
) Rancangan RKPD sebagai :

: gaimana dimaksud pada a ‘ iadi

bahan utama bagi Musrenbang Tahunan Daerr)ah, yat (2) menjadi
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Bagian Ketiga
Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 24
Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Daerah;

Musrenbang  Tahunan Daerah  diikuti ~ oleh pnsur-unsur
penyelenggara pemerintahan dengan mengikutsertakan
masyarakat;

Musrenbang Tahunan Daerah diselenggarakan dalam rangka

menyusun RKPD; .
Musrenbang Tahunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat

(3), dilaksanakan paling lambat bulan Maret.
Pasal 25

Tata cara Pelaksanaan Musrenbang RKPD dilakukan melalui dua

tahapan yaitu :

a. Persiapan;

b. Pelaksanaan.

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas,

meliputi kegiatan : )

a. Penetapan Tim Penyelenggara Musrenbang;

b. Penyiapan panduan pelaksanaan musrenbang yang memuat
waktu pelaksanaan, mekanisme dan susunan acara,

c. Mengumumkan secara terbuka jadwal, agenda dan tempat

penyelenggaraan musrenbang;
d. Membuka pendaftaran dan/atau  mengundang calon peserta

musrenbang; .
e. Menyiapkan peralatan dan bahan/materi musrenbang.
Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas,
meliputi kegiatan :
a. Pemaparan rancangan dokumen perencanaan pembangunan

daerah;
b. Pembahasan muatan rancangan dokumen perencanaan

pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada butir a,
sesuai dengan tingkatannya;
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c. Merumuskan kesepakatan hasil pembahasan sebagaiman'a.

dimaksud pada butir b dan dituangkan kedal i
am B
Pelaksanaan Musrenbang. g erita Acara

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 26
(1) L(ep‘flin Bappsda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan
asil Musrenbang Tahunan Daerah sebagaim [ '
Pgsal el gaimana dimaksud pada
(2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rancangan

akhir Renja-SKPD setelah disesuaikan dengan R :
dimaksud ayat (1). gan RKPD sebagaimana

Bagian Kelima
Penetapan RKPD

Pasal 27

(1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

(2) Renja-SKPD ditetapkan den N _
gan Peraturan P
Perangkat Daerah. impinan Satuan Kerja

BAB Vil
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Pertama
Kebijakan Umum APBD

Pasal 28

(1) Kepala Daerah berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam
pasal 27 ayat (2), menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD;

(2) Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD sebagaimana

dimaksud pac_!a ayat (1) berpedoman pada Pedoman Penyusunan
APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun;
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(3) Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum APBD
tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Bulan Juni tahun
anggaran berjalan;

(4) Rancangan Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas Kepala
Daerah bersama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.

Bagian Kedua
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Pasal 29

(1) Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati,

Pemerintah Daerah dan DPRD membahas Rancangan Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Kepala
Daerah,

(2) Pembahasan Prioritas dan Plafon  Anggaran Sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat
minggu kedua Bulan Juli tahun anggaran sebelumnya;

(3) Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan
langkah-langkah sebagai berikut
a. Menentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan
ilihan;

b. f\)ﬂenentukan urutan program dalam masing-masing urusan,

c. Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing
program.

(4) Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama Kepala
Daerah dan DPRD dituangkan dalam Nota Kesepakatan yang
ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD;

(5) Kepala Daerah berdasarkan Nota Kesepakatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) menerbitkan Pedoman Penyusunan RKA-
SKPD sebagai pedoman Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
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Bagian Ketiga
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 30

(1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana

dimaksud pad
SKPD: pada pasal 29 ayat (5), Kepala SKPD menyusun RKA-

2 Kﬁ- .
“ Senge;?;s;[a)nc}:nu;f: n:iengan r:ngnggunakan pendekatan kerangka
enengah daerah, pengan
penganggaran berdasarkan prestasi kerjg. ganggaran fempady can

Pasal 31

P
jaigi:s;r;ir;nl;{ﬁﬁ:kPSE;ndEngadn pendekatan kerangka pengeluaran
gK _ akan dengan menyusun praki j
berisi perkiraan kebutuhan an il o
_ ggaran untuk program dan kegi
direncanakan dalam tahun a i . g ol ot
‘ nggaran berikutnya dari tah |
yang direncanakan dan meru implikasi Cdana untuk
pakan implikasi kebutuhan d
pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun beriiq?trlr]:;:a\umuk

Pasal 32

P
di?an}?:;aunn%n RKA—SKPD_ denga‘n pendekatan penganggaran terpadu
: engan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan

penganggaran di lingkungan SKPD .
;Rencana Koy dan Anggargn, untuk menghasilkan dokumen

Pasal 33

RKA-SKPD dengan pendekata i j

: : n prestasi k

gizra]kukank dengan memper_hatrkan keterkaitan antap:a penldahsg:
gan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan

program termasuk efisiensi dal i
tersebut: am pencapaian keluaran dan hasil

'(2) Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan capaian kinerja

9
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indikator kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga,
dan standar pelayanan minimal;

(3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 34

RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam P_asal 30. ayat (1), mem;;;
rencana pendapatan, belanja untuk ma;mg-masmg zfggrgrgam .
kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang (_jlrencanakan,b_ ll’ln;;ln se?ta
dengan rincian objek pendap_atan, belanja, dan pembiayaan,
prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

Bagian Keempat
Penyiapan Raperda APBD

Pasal 35

(1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh Ke;_)ala SKPD seb;gi-mana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) disampaikan kepada PPKD;

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya
dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

(3) Pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah seEagalrS;i;i
dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah _e;ttass L
antara RKA-SKPD dengan Kebijakan Umum APBD, ‘an?nd? , Jon
Plafon Anggaran Sementara, prakiraan maju yang tela l;nn Ja
tahun anggaran sebelumnya, dan dokgmen perencanaan tanga;’
serta capaian kinerja, indikator, anahs}s. standar belanja, s
satuan harga, dan standar pelayanan minimal.

Pasal 36

’ Daerah tentang APBD
1) PPKD menyusun Rancangan Peraturan
'( ) berikut dokgmen pendukung berd_asarkan RK/_’\-SKPD yang telah
ditelaah oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
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(2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas Nota Keuangan dan Rancangan APBD.

Pasal 37

Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya
pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumya untuk dibahas
dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

BAB IX
PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama
Dasar Perubahan APBD

Pasal 38
(1) Perubahan APBD dapat diiakukan apabila terjadi :
a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA:

b. Keadaan yang menyebabkan harus diiakukan pergeseran

anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis
belanja;

c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;

d. Keadaan darurat; dan
e. Keadaan luar biasa.

(2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1

(satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
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Bagian Kedua p
Kebijakan Umum serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD

Pasal 39 |
(1) Perubahan APBD disebabkan perkembkan%aga?faa;gpgcsi:lk335252%
i i dimaksu

dengan asumsi KUA sebagaimana ¢ e Uk
terjadinya pelampauan 2

e ke o h. alokasi belanja daerah,
ainva proyeksi pendapatan daerah, _

ts‘ir?wabFJer ziranp pgnggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan

dalam KUA,

i -hal yang mengakibatkan
la daerah memformulasikan hal .
W :(e?jziiianya perubahan APBD sebagaimana”dlmaksud dalaerrr:J bF;is::
34 ayat (1) huruf a ke dalam rancangan kebijakan umum p

D.
APBD serta PPAS Perubahan APBD;
ij han APBD dan PPAS
angan Kebijakan Umum Peruba  PF
© B::iEaI:ZIACAPgBD sebagaimana dim_aksud pada ayat (2) disajikan
secara lengkap penjelasan mengenai . | |
a. Perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
| i iusulkan untuk ditampung
dan kegiatan yang dapat diusul _ .
> S;?Sr;agerubahatg APBD dengan mempc_arhmpangkan sisa waktu
pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan; -
i inerj kegiatan yang har
an target kinerja program dan K _ _
¢ Si?(ﬁ?&lmgi da?am Perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak
tercapai; dan
[ inerj kegiatan yang harus
an target kinerja program dan .
. gi;taigg;(atkan gdalam Perubahan APBD apabila melampaul
asumsi KUA.

AS

(4) Rancangan Kebijakan Umum Zer%?;r;ir;UdAPlsaDdadagyaI:P P
APBD sebagaiman _

Ziig]r:?)Z?:(r;n kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan

Agustus dalam tahun anggaran berjalan;

‘n”mﬁmﬁ%ﬁ#
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(5) Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS
Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah
dibahas selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum
Perubahan APBD serta PPA Perubahan APBD paling lambat
minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran berjalan;

(6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap rancangan peraturan
daerah tentang Perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan
September tahun anggaran berjalan, agar dihindari adanya
penganggaran kegiatan pembangunan fisik di dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 40

Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPA Perubahan APBD yang
telah disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5),
masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang

ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan
DPRD.

Pasal 41

(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Kepala
Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-SKPD yang memuat
program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat

diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan
bagi kepala SKPD;

(2) Rancangan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mencakup: '
a. PPA perubahan APBD yang dialokasikan untuk program baru
dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah pada setiap
SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;
b. Sinkronisasi program dan kegiatan SKPD dengan program
nasional dan antar program SKPD dengan kinerja SKPD

berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang
ditetapkan;
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c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atau DPA-SKPD
yang telah diubah kepada PPKD,;

d. Hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD
terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas,
transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam
rangka pencapaian prestasi kerja; dan

e. Dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan umurn perubahan
APBD, PPA perubahan APBD, kode rekening APBD, format
RKA-SKPD dan/atau DPPA-SKPD, standar analisa belanja dan
standar harga.

Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan/atau kriteria DPA-SKPD
yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diterbitkan oleh Kepala Daerah paling lambat minggu ketiga bulan
Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 42

Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
ayat (1) dapat berupa peningkatan atau pengurangan capaian
target kinerja program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan
semula;

Peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan
kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan
dalam format dokumen pelaksanaan perubahan anggaran SKPD
(DPPA-SKPD);

Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja,
kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja
serta pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun

setelah perubahan.
Bagian Ketiga
Pergeseran Anggaran
Pasal 43

Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan
antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1)

ey

huruf b serta pergeseran antar obyek belanja dalam jeni &
,(2) gzr: antar rincian oby_e-k‘belanja diformulasikajn dalam dggz_g?égrgﬁ
geseran antar. rincian obyek belanja dalam obyek belan'é
" gerkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD; !
(3) d.('ergeseran antar obyek belanja dalam jenis beianja berkenaan
“ PI akukan atas persetujuan Sekretaris Daerah:

) ae;?es:ieran_ anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
D);era(h )t dltlakukan Qengan cara mengubah Peraturan Kepala
Do See;gn?&%yzené?:r?ran I:\PBD sebagai dasar pelaksanaar,

) Baerah tentang Perubaha%gzlr?glg; CHAN! RAUCEGGER Femtien
ergeseran anggaran antar unit organisasi [

antar jenis belanja dapat dilakukan dgngan (S:;r;r:rzz:ugzalatan, o

daerah tentang APBD; pRIEAD

(S)QQSIg?rain yang mengalarpi perubahan baik berupa penambahan

. au pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD

BAB X
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
Pasal 44

(1) Pengendalian pelaksanaan
_ | laks rencana pembangunan dilakuk
masing-masing pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah; an olen

(2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan

pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan

Satuan Kerja Perangkat Da :
kewenangannya. g erah sesuai dengan tugas dan
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Pasal 45

' lakukan evaluasi kinerja
Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah me :
Y pegksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat

Daerah periode sebelumnya;

(2) Kepala Bappeda menyusun evaluasi kinerja pelaksanaan ren}zz?z
pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Sa_tuan i
Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2_) megjaiiu?l?h:n
bagi penyusunan rencana pembangunan untuk periode beri ya.

Pasal 46

Evaluasi kinerja yang dilaksanakan menggunakan indikator kinerja yang
telah ditetapkan dan/atau hasil kajian yang lengkap.

BAB Xl
DATA DAN INFORMASI
Pasal 47

Perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang
akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

i tuan dalam Peraturan
RPJPD ditetapkan menurut keten
gzzszlx?ni, maka penyusunan RPJMD tetap berpedoman pada Pasal 12

ayat (1).
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BAB XlllI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan/Keputusan
Gubernur.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Suiawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 2 April 2007

Pit. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

H. YUSRAN A. SILONDAE

Diuhdangkan di Kendari

pada tanggal 2007

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

H. ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2007 NOMOR 3
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